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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGUtANDANG BIARO, 

SUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARD 

pERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARD 

NOMOR 22 TAHUN 2011 

TENT ANG 
MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG 

' 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 210 Undang-undang 32 
Tahun 20(M tentang Pemerintahan Dae1ah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali lerakhir dengan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-undang Nomo, 
32 Tahun 2004 tenlang Pemerintahan Oaerah, pertu membentuk 
Sadan Permusyawaratan Oesa sebagal penampung dan penyalur 
aspirasi masyarakat secara terbuka, terarah dan bertanggung jawab: 

b. bahwa Sadan Permusyawaratan De5a sebagaimana di'naksud pada 
huruf a, bagi masyarakat di Kabupaten Keputauan Siau Tagulandang 
Biaro disebut Majelis Tua-Tua Kampung (MTK); 

c. bahwa berdasart<an pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b diatas, perlu "menetapkan Peraturan Bupati 
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro lentang Majelis Tua-Tua 
Kampung (MTK). 

1. Undang--undang 32 Tahun 2004 tentang Peme,intahan Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NomOf 125, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomoi 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
undang Nomor 12 Tahun 2008 lentang Perubahan Kedua Alas 
Undang-undang Nomot 3} Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Oaerah (lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2008 Nomor 
59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomOl 4844): 

2. Undang-undang Nomor 33 Tahon 2004 lentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Oaerah 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20(M Nomo{ 126, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia N?"'(lf4438): 

TONI SUPIT 

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN 
SlAU TAGUlANDANG BIARO 
NOMOR : ;-, TAHON 2011 
TANGGAL: 4 rl"!T\. 2011 

TABEL NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SETIAP Ml 
(Rp/MJ PERBULAN) 

KUAUTAS AIR BAIK, $UMBER AIR ALTERNATIF (PDAM) ADA 

NO PERUNTUKAN c-reo ,��� 501-1000 10tll-2500 >2500 
(MJI -IMJl - iMJl IMJI 

' Non Niaga 0 350 365 380 395 
2 Niaga Keeil <90 520 550 575 605 
J lndulm Keo! 630 875 '" 760 800 

• Niag,1 Be� no "' 885 .. , 995 

' ll'ldustri Beu, 910 980 1050 1120 1190 

NO PERUNTUKAN o.rec 151-� 501-1000 1001-2500 >2500 
fM31 1t,131 11,1131 IMJl . ..,, 

1. Non Niaga 0 980 995 1010 1025 
2 Niaga Keal 1120 1150 1180 1205 1235 
J ·-- 1260 1305 13<5 1390 "30 

' NiagaBes• "" "'"' 1515 1570 1625 
5 lndustri Besar 15'0 1810 1680 1750 1820 

NO PERUNTl..lt(AN e-rse 151-500 501+1000 1001-2500 >2500 
IMJI •MJI IMJl - /Mj\ . ..,, 

1 Non Niag11 0 2030 20<5 2060 2075 
2 Niaga Kec:il 2170 2200 2230 2255 2285 
3 lndusbi Kecil 2310 2JS5 2395 2<1140 2<80 

' Niaga Besar z-so 2510 2565 2620 2675 
5 lndu1tri ee,ar 2590 2660 2730 2800 ·2a10 

Ill KUALITAS AIR: JELEK 

U KUALITAS AIR BAIK. SUMBER AIR ALTERNATIF {PDAM) TIOAK ADA 

I. 

. ' 
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., ' 

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Oesa 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Republfk Indonesia Nomor4587): 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerlnlahan Antara Pemerintah, Pemerinlahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Oaerah Kabupaten!Kota (lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang 
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 

7. Peraluran Oaerah Kabupaten Kepulauan Sa�ihe Nomor 4 
Tahun 2007 tentang Majelis Tua-Tua Kampung (lembaran Oaerah 
Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2007 Nomor 3 Seri E). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO 

TENTANG MAJELIS TUA·TUA KAMPUNG (MTK). 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Puar 1 

Oalam Peraturan BupatJ lrn yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro: 
b Pemerinlah Oaerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Oaerah; 
c. Kepala Daerah ada!ah BupatJ Kepulauan Siau Tagulandang Biaro: 
d. Kecamatan adalah wilayah kerja Cam at sebaga1 Perangkat Oaerah Kabupaten; 
e. Carnal adalah Kepala Kecamatan; 
f. Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memihki batas • batas wilayah 

yang becwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal usul dan adat lsliadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 
Sislem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Kepulauan Siau 
Tagulandang Biaro; 

g. Pemerinlahan Kampung adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Kampung dan MTK dalam mengatur dan mengurus kepenUngan 
masyarakat selempat berdasarkan asal usul dan adat istladal setempat yang dlakui 
dan dihomlati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 



.. ' 

h. Pemerintah Kampung adalah Kapilalau dan Perangkat Kampung sebaga\ unsur 
penyelenggara Pemerintahan Kampung; 

i. Kapstalau adalah sebutan adat untuk Kepata Kampung di Kabupaten Kepufauan 
Siau Tagulandang Biaro; 

j. Majelis Tua - tua Kampung yang selanjutnya disebut MTK ada\ah Badan 
Permusyawaralan Kampung yang lerdiri alas pemuka - pemuka masyarakat yang 
ada di Kampung yang berfungsi mengayomi adat lsnedat, membuat Peraturan 
Kampung menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerinlahan Kampung; 

k. Unsur adat adalah meliputi Pemuka/Pemangku Adat yang memelihara 
dan mengembangkan nilai-nilai adat lsti.ada\/tradisi di Kampung: 

I. Unsur Agama adalah Pemuka agama yang ada di Kampung; 
m. Unsur utusan 1mdongan adalah utusan lindongan yang dipilih dan diut�s; 
n. Kalangan prolesl adalah Pegawai Negeri Sipil dan Penguaaha; 
o. Unsur Pemuka masyarakat ada!ah Pemuka masyarakal yang belum termasuk dalam 

huruf (k,l,m,n); 
p. Alokasi Dana Oesa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk 

Kampung yang bersumber dan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan 
daerah yang dilerima oleh Kabupaten; 

q. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya d1singkal APB Kampung 
adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kampung yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerinlah Kampung dan MTK yang ditetapkan dengan 
Peraluran Kampung; 

r. Peraluran Kampung adalah Peraturan yang dibual oleh MTK ber.;ama Kap,!alau: 
s. Peraturan Kapilalau adatah Peraturan yang dibual oteh Kapitalau yang bersirat 

mengatur dan merupakan pelaksanaan Peraturan Kampung 

BAB II 
KEOUOUKAN MTK CAN PERSYARAT AN MENJAOI ANGGOT A MTK 

Pasal 2 

Kedudukan Majelis Tua - Tua Kampung (MTK) adalah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Kampung. 

Paaal 3 

Yang dapal dipilih menjadi anggota MTK adalah Penduduk Kampung Warga Negara 
Republik Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut : 
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa: 
b. Selia dan taat kepada Pancasila dan Undang·Undang Dasar 1945; 
c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau 

sederajat dan berpengalaman yang dinilai sederajat serta mempunyai pengetahuan 
tentang adat istiadat dan masalah sosial kemasyarakalan lainnya; 

eerumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi·tingginya 60 

(enam puluh) tahun; 
Sehal Jasmanf dan Rohani; 

Tidak terganggu jlwa dan ingatannya; 

Ben<elakuan baik; 
Tidak pemah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana; 

i Tidak d1Cabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap; 

J. Mengenal Kampungnya dan d1kenal oleh masyarakal di Kampung setempat; 
k. Bersedia dicalonkan sebagai Anggota MTK dan telah berdomisili di Kampung 

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus dan terdaftar sebagai 
penduduk Kampung. 

BABIII 

KEANGGOTAAN MTK 
Pasal 4 

(1) Anggota MTK adalah wakil dari penduduk Kampung yang bersangkulan yang 
ditelapkan dengan cara musyawarah dan mufakat; 

(2) Anggota MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lerdiri dari Pemangku Adat, 
Kalangan Profes[. Pemuka Agama, Tokoh Pemuda dan Pemuka Masyarakat lainnya; 

(3) Masa jabalan anggota MTK adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat I diusulkan 
kembali untuk 1 (satu) kali masa Jabatan berikutnya. 

Pasal 5 

Jumlah anggota MTK ditelapkan dengan jumlah ganjll paling sed1kit s (lima) orang dan 
paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, Jumlah penduduk 
dan kemampuan keuangan Kampung. 

Pasal6 

(I) Keanggotaan MTK berdasarhn Jumlah penduduk Kampung sebagaimana dimaksud 
pada pasal S ditetapkan sebagai berikut; 
a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.000 jiwa, 5 orang anggota, 
b. Jumlah penduduk 1.001 sampai dengan 1.500 jiwa, 7 orang anggota; 
c Jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 2000 Jiwa, 9 Of3ng anggota; 
d. Jumlah penduduk lebih dari 2001 Jiwa, 11 orang anggola. 

(2) Keanggotaan MTK sebagaimana dimaksud ayat (1) secara proporsional harus sesuai 
stelsel keanggotaan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a Stelsel S (lima) orang anggota terdiri dari : 

1) Unsur Ada! 1 Orang; 
2) Unsur Agama 1 orang; 



(1) Pimpinan MTK terdirt dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 
dan 1 (satu) orang Sekretaris; 

(2) Pimpinan MTK sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dipitih dari dan oleh 
anggota MTK secara langsung dalam rapal MTK yang diadakan secara khusus; 

(3) Rapa! pemilihan pmpinan MTK untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan 
anggota termuda. 

Pasal 9 

BABVI 

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA MTK 

Pas.al 10 

BABVII 

PIMPINAN MTK 

Pau111 

(1) Pengangkatan anggota MTK diletapkan dengan Keputusan Bupati; 
(2) Anggola MTK sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah I janji secara 

bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh pejabat yang ditunjuk: 
(3) Pelanlikan anggota MTK dilaksanakan oleh Bupali atau pejabat yang ditunjuk untuk 

itu: 
(4) Tata cara pengucapan sumpah I Jan1i dan pelantikan anggota MTK sebagaimana 

dimaksud ayat (2) dan ayal (3) dilaksanakan berdasar1<an ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan yang bertaku. 

(1) Pimpinan musyawarah memintakan persetujuan peserta musyawarah tentang tata 
cara penetapan anggola MTK mela!ui : 
a. Sislem Aklamasi; 
b. Sistem Formatur; 
c. Pemilihan secara langsung. 

(2) Haslt penelapan anggota MTK dimuat dalam berita acara dengan melampirbn daftar 
hadlr dan ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan Kapitalau yang selanjU1nya 
disampaikan kepada Bupati melalul Carnal. 

Pimpinan musyawarah &ebagaimaoa dimaksud ayat (2) terdiri dari 1 orang Ketua, 1 

orang Sekretaris dan 1 orang Anggota; 
p,npfnan musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (3) mcmpunyal hak dipmh dan 
memilih; 
Calon anggota MTK diwanbkan mengisi formulir kesediaan untuk menJadi anggota 
MTK: 

(6) Kapitalau b&rtanggung jawab atas pelaksanaan musyawarah dan mufakat 
sebagaimana dimaksud ayat (I). 

3) Unsur Pemuda 1 orang; 
4) Unsur kalangan Profesi 1 orang: 
5) Unsur Pemuka Masyarakat lainnya 1 orang. 

c Stelsel 9 (sembllan) orang anggola te1d1ri dari : 
1) Unsur Adat 2 orang: 
2) Unsur Agama 2 orang: 
3) Unsur Pemuda 2 orang: 
4) Unsur Kalangan Profesl 1 orang: 
5) Unsur Pemuka Masyarakat lainnya 2 orang. 

d Stelsel 11 (sebelas) orang anggola lerdlri dari : 
1) Unsur Adat 3 orang: 
2) Unsur agama 3 orang; 
3) Unsur Pemuda 2 orang; 
4) Unsur Kalangan Profesi 1 orang; 
5) Unsur Pemuka Masyarakat lainnya 2 orang 

BABIV 

PESERTA MUSYAWARAH PENETAPAN ANGGOTA MTK 

Pasal 7 

3) Unsur Pemuda 1 orang; 131 
4) Unsur kalangan profesi 1 orang: 

5) Unsur Pemuka Masyarakal lainnya I orang. (4) 
b. Stelsel 7 (lujuh) orang anggota terdiri dari ; 

1) Unsur Adat 2 orang; (5) 
2) Unsur Agama 2 orang: 

BABY 

MEKANISME MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PENETAPAN ANGGOTA MTK 

Paul 8 

(1) Anggota MTK ditetapkan secara musyawarah dan mufakat; 
(2) Musyawarah dan mufakal sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh pimpinan 

musyawarah yang dipilih darl perwakilan tiap �ndongan; 

(1) Peserta musyawarah utusan dari Nndongan. terlebih dahulu dimusyawarahkan 
secara khusus ditiap - tiap �ndongan; 

(2) nap lindongan mengutus sekurang - kurangnya 5 (lima) orang yang mewakili setiap 
unsur untuk menghadiri musyawarah d!lingkat Kampung: 

(3) Utusan dari lindongan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan mandal secara 
tertulis sebagai peserta musyawarah yang ditandatangani oleh Kepala Undongan. 

I .. 

' 



dihadiri Oleh 
dan keputusan 

Pasal 20 

Negara 
Pera tu ran 

penyelenggaraan dalam 

Undang.Undang Dasar 
mentaati segala 

demokrasl 

t,4embentuk panitia pemilihan Kepala Kampung; 

Mengga�. menampung, meoghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasl 
masyarakat; 
Menyusun tata tertib MTK. 

Anggota MTK mempunyai hak : 
a. Mengajukan Rancangan Paraturan Kampung; 
b. Mengajukan pertanyaan; 
e. Menyampaikan usul dan pendapat; 
d. MemiLih dan dip1hh: 
e. Memperoleh tunjangan. 

Pasal 19 

BABX 

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA LARANGAN BAGI ANGGOTA MTK 

Pasat 17 

MTI( memponyai hak : 
a. Memmta kelerangan kepada Pemerintah Kampung; 
b. Menyatakan pendapat. 

Pasal 18 

Pemerintahan Kampung; 
c. Mempertahankan dan memelihara Hukum Nasional serta ketentuan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 
d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat: 
e. Memproses pemilihan Kepala Kampung: 
f. Mendahulukan kepentingan umum cetas kepentingan pribadi, kelompok dan 

goloogan; 

g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat: 
h. Menjaga nOfTlla dan e!ika dalam hubungan kerja dengan lembaga I instansi terkait. 

Anggola MTK mempunyai kewajiban: 
a. Mengama!kan Pencasila, melaksanakan 

Republik lndooesia Tahun 1945 dan 
Perundang-Undangan; 

b. Melaksanakan kehidupan 

(1) MTK wajib menyampaikan infOfTllasl hasH kinarjanya kepada masyarakat; 
(2) Penyampaian hasil kinerja MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

pa�ng sedikil satu kali datam saru tahun: 

Pasal 12 

(1) Untuk penunjang pelaksanaan kegialan MTK disediakan biaya operasional sesuai 
kemampuan keuangan Kampung yang dikelola oleh Sekrelariat MTK; 

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di!etapkan setiap tahun 
dalam APB Kampung 

MTK mempunyai tugas dan wewenang : 
a. Membahas Rancangan Peraturan Kampung bersama Kapilalau: 
b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung dan 

Peraturan Kepala Kampung: 
c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung, 

' Pasal 16 

BABVIII 

TUNJANGAN MTK 

Pasal 13 

BABIX 

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG MTK 

Pasal 15 

MTK mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Kampung bersama Kapitalau. serta 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

Pasal 14 

(1) Pimpinan dan anggota MTK menenma lunjangan sesuai dengan kemampuan 
keuangan Kampung berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang bertaku: 

(2) Tunjangan Pimpinan dan anggola MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung). 

ditetapkan dengan persetujuan sekurang·kurangnya Y, (satu perdua) drtambah 
1 (satu) dari jumlah anggota MTK yang hadir. 

(4) Hasil rapat MTK diletapkan dengan kepulusan MTK dan dilengkapi dengan notulen 
rapat yang d1bual oleh Sekretaris MTK 

(1) Rapat-rapat MTK dipimpin oleh pimpinan MTK; 
(2) Rapat MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri 

oleh sekurang-kurangnya Y, (salu perdua) dari jumlah anggota MTK, dan keputusan 
diletapkan berdasarkan suara terbanyak: 

(3) Dalam ha! tertentu rapat MTK dinyatakan sah apabila 
sekurang-kurangnya 213 (dua pertiga) dari jumlah anggota MTK, 

••• 

... 



Paul 2J 

Paaal 22 

Paul 25 

Pasal 26 

�) Anggota MTK yang diberhenbkan harus mendapatkan persetujuan dari 213 jumlah 
Anggota MTK yang hadir; 

(3) peogecualian ayal (2) pasal ini apabila Anggota MTK melakukan perbuatan 
tiodak pidana yang diancam dengan hukuman 3 (tiga) tahun penjara. 

Pasal 24 

Pasal 27 

(1) Anggota MTK yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa Jabatannya 
diadakan pergantian antar waklu: 

(2) Masa jabatan Anggota MTK pengganti adalah sisa waklu yang belum dijalankan oleh 
AnggOla MTK yang berhenti atau diberhentikan; 

(3) Mekanisme penetapan Anggota MTK pengganll antar waktu dilakukan dengan 
cars musyawarah dan mufakat. 

BABXIII 

SEKRETARIAT MTK 

Selambal./ambalnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan pengganli Anggota MTK, 
Bupati menerbitkan surat keputusan pengesahan. 

BAB XU 

PERGANTIAN ANGGOTA MTK 

(1) Pergantian Anggota MTK diambil dari unsur yang diwaXili oleh Anggota 
yang berhenti: 

(2) Pergantian Anggota MTK sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam 
rapat MTK yang dipimpin oleh Ketua atau Waktl Ketua: 

(3) Hasi1 rapat MTK sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Kapitalau 
untuk diusulkan pengangkatannya kepada Bupa!i melalui Carnal: 

(4) Setelah Anggota MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat 
dengan Keputusan Bupa!i, maka Carnal atas nama Bupali mengambil sumpah / janp 
yang dilaksanakan dalam rapat MTK. 

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan lugas, maka pimpinan MTK dibanlu oleh 
Sekretariat MTK; 

den masyarakat meresahkan umum. kepenUngan b. Merugtkan 
mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; 

c. Melakukan korupsi, kolusi. nepotisme dan menerima uang, barang dan I alau 

jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang 
akan d1lakukannya; 

d. Menyatahgunakan wewenang: 
e. Melanggar sump ah I janji jabatan: 

f. Melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat 
seperf melakukan pert,uatan asusila. perjudian dan/atau mabuk-mabukan. 

Pasal 21 

(1) Pemberhenlian keanggotaan MTK sebagamana dimaksud pada pasal 22 ayat (2) 
huruf b, c. d diusulkan oleh pimpinan MTK berdasarkan hasil Rapat MTK 
melalui Kapilalau: 

BAB XI 

PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN MTK 

(1) Oalam hal Ptmpinan dan Anggota MTK melakukan pelanggaran sebagaimana 
dimaksud pada pasal 21 maka yang bersangkutan d1berhenbkan dari Keanggotaan 
MTK untuk selanjutnya dapat d1usulkan penggantian; 

(2) Pimpinan dan Anggota MTK diberhentikan oleh Bupati alas usul Kapitalau 
melalui Carnal karena: 
a. Men1nggal dunia, 
b. Alas permintaan sendiri; 
c. r1c1ak lagi memenuhi syarat-syarat danlatau melanggar sumpah I janji: 
d. Adanya ketidakpercayaan masyarakat berkaitan dengan rungsi MTK dalam 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

(1) Pmpinan dan Anggota MTK lidak dipert:>olehkan merangkap jabatan sebagal : 

a. Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, 
b. Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota lPMK 

c. Pejabat Negara. 
(2) P1mpinan dan Anggota MTK dtlarang : 

a Sebagai pelaksana proyek Kampung: 

(3) Penyampaian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan eyat (2) dapat 
d1!akukan me1alui pertemuan bersama masyarakal dan Papan Pengumuman. 

.. ' 



. , ' 

{2) Sekretariat MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang 
Sekretaris dan d1bantu oleh Staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah 

Kampung alas persetujuan Pimpinan MTK dan diangkat bukan dari unsur 
Pemenntah Kampung. 

BAB XIV 

MEKANISME RAPAT DAN PERATURAN TATA TERTIB MTK 

Pas;it 28 

(1) Rapa! MTK dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu bu1an; 
(2) Ra pat MTK &ebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh Ketua MTK; 

(3) Oalam hal Ketua MTK berhatangan, rapat dipimpin oleh Wak� Ketua; 

(4) Pelaksanaan ketenluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 
d1alur dalam Peraturan Tata Tertib MTK 

Panl 29 

(1) Peraturan Tata Tertib MTK ditetapkan dengan Keputusan MTK. berdasarkan 
Peraturan Perundang-Undangan yang ber1aku; 

(2) Keputusan MTK sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilaporhn kepada Bupati 
metalui Camat: 

(3) Peraturan Tata Tertib MTK sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 
sekurang - kurangnya memuat: 

a Tata cara rapat MTK dan pengambilan keputusan. 
b Penggunaan hak MTK. 

BAB XV 

HUBUNGAN KERJA MTK OENGAN KAPITALAU DAN LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN 

Paul JO 

( 1) MTK dan Kapilalau adalah mitra kene sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Kampung; 

(2) MTK meminta keterangan laporan pertanggungjawaban kepada Kapilalau 1 (satu) 
kali dalam salu tahun; 

(J) MTK bersama Kapilalau membahas secara bersama-sama dan menyetujui 
Rancangan Peraturan Kampung; 

,...-;,.p tahUn betjalan MTK dan Kapitalau membahas dan menyetujui Rancangan c•> =- 
peraiuran Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung 

(APB l(arnpUng), 

(S) ..m<. memberitahukan kepada Kapltalau mengenai akan berakhirnya masa jabatan 

l(apitalau secara tertutis 6 (enam) bulan sebelum berakhlr masa jabatan; 

(6) oatam hal tertentu MTK dapat dibantu oleh Lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai 

(lengan ketenluan Perundang-undangan yang berlaku. 

BAB XVI 

TINOAKAN PENYID1KAN TERHAOAP PIMPINAN DAN ANGGOTA MTK 

Paul 31 

{1) Tindakan penyidikan \erhadap Pimpinan dan Anggota MTK dilaksanakan setelah 

adanya koordinasl dengan Camat danlatau Kapitalau; • 

(Z) Hal-hal yang dikecuahkan dari ketenluan sebagaimana dimaksod pada 

ayat {1) adalah: 
a. Tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan yang crancam dengan 

pidana penjara 3 (tiga) tahun atau lebih; 
b. Oituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan 

hukuman penjara lebih dari 6 (enam) bulan. 

(3) Terhadap anggota MTK sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayal (2) huruf a 
dan huruf b, dibebaskan untuk scmenlara waktu dari tugasnya; 

('4) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan oleh 
Kapilalau kepada Bupati melalui Carnal 

BAB XVII 
PEMBINAAN CAN PENGAWASAN 

Pasal 32 

(1) Pembinaan tBmadap MTK dilakukan secara betjenjaog oleh : 

a. Camat selempat 
b. Bupali Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan atau pejabal teknis yang 

membidangl tugas Pemerinlahan Kampung; 

c. Pembinaan dimaksud melipuli : 

• MemfasHitasl kelancaran pelaksanaan tugas MTK; 

• Penyelesaian masa1ah yang timbul dalatn ruang Hngkup tugas MTK; 

• Hal-hal lain yang dianggap per1u. 

(2) Pengawasan pelaksanaan tugas, hak, kewajiban dan wewenang MTK dilakukan oleh 
Camat dan Bupali Kepulauan Siau Tagu1andang Biaro danlatau pen/abat yang 
membidangi tugas Pemerintahan Kampung . 


